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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Cuti Menjelang Bebaguiinkkae NTERANG DI WEsNNIHAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
No. SK - PEMASYARAKATAN KELAS 1B SUKABUMI

Per syar atan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga)

masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan

. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung

dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;
. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal;

. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara
Pelaksanaan Putusan Pengadilan b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment
kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh
Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan
Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang bersangkutan; e. salinan register F dari Kepala Lapas; f. salinan daftar
perubahan dari Kepala Lapas; g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan
kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang
menyatakan bahwa: 1. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri
dan/atau tidak melakukan perbuatan 997 melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing
dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program Cuti

Menjelang Bebas.

. Bagi WNA harus melengkapai dokumen: a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati
persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2. Keluarga, orang,
atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan selama berada di wilayah Indonesia. b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal
Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan
dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan

jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB - Interpol Indonesia.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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PENGAYOMAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

ALUR PROSES PENGUSULAN T/ LEVMBAGA
CUT) MENJELANG BEBAS

BAGI NARAPIDANA WARGA NEGARA INDONESIA
Tindak Pidana Umum/Pidana Khusus $ecara Online

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
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Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

. Melakukan Pendataan Narapidana
Melengkapi Inputan data dan Dokumen
. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP

. Melaksanakan Sidang TPP

. Kontrol Sidang

Verifikasi Sidang

Upload Surat Pengantar

. Kirim/Terima Data Dan Dokumen
(Konsolidasi)

X =

UPT

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK H-3

ONOO A WN

Pengiriman SK

KANWIL
Melakukan Verifikasi Usulan

Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

= Tembusan

AEiz

DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan

2. Membuat Persetujuan

3. Generate SK Personal

4. Penandatanganan Elektronik Dirjen

Jangka Waktu : Max 3 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

KANWIL

Cetak SK

P

. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi

lainnya dari Sekretariat NCB -Interpol Indonesia.

. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;

. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil;

. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepadaDirektur Jenderal Pemasyarakatan;

. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP;

o AT A WY ah RS RIBAEAA HEAESBIh aRBaAUH Ch Wil Beb38 beradstrRan

rekomendasi sidang TPP Pusat;
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Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELASIIB SUKABUMI

Nyomplong, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43131 43131
0266222194

http://lapassukabumi.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 11B SUKABUMI

Melalui Nomor WA Pengaduan (0857-9341-6871)

Melalui Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter

Melalui Website www.silapsmi.com

Atau Melakukan Pegaduan langsung ke UPT/Bagian Registrasi

‘ 1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana
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